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PERATURAN GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 142 TAHUN 2 0 1 1  

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2012 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menim ng 

Mengin at 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 
13 Tahun 2011  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentan 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2012; 

1 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 1 2  Tahun 1994; 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi darn Nepotisme; 

4. Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

6. Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2008; 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: 

10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 



1 1 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

- 

12.  Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011  tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

13,  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 

14,  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah; 

15. Paraturan Pemerintah Nome; 24 Tghun 2004 tentang Keudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum; 

17 .  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan; 

18.  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tanun 2005 ten tang Dana 
Perimbangan; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah; 

2 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan M inimal; 

24 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

25 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2.006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;  

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011  tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012 ;  

29. Peraturan Daerah Nomor 1 7  Tahun 2004 tentang Pengelolaan 
Barang Daerah; 



Meneta an 

30. Poraturan Daerah Nomor 20 Tahun 204 tentang Keudukan 
Keuangan Pimpinan dan Anggote Dewan Porwakilsn Rakyat Daerah 

Proinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, 

31 ,  Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tntang Pekok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

32. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasl 
Perangkat Daerah; 

33. Peraturan Daerah Nomor 13  Tahun 2011 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 .  

Pasal 1 

Anggar n Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri atas :  

1 .  Pe apatan : 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 18.685.000.000.000,00 
b. Dana Perimbangan Rp 9.111.459.442.000,00 
C. Lain-lain Pendapatan Rp 2.846.284.911.626,00 

Daerah yang Sah 

Jumlah Pendapatan Rp 30.642.744 353.626,00 

2. B nja 

a. Belanja Tidak Langsung 
1) Belanja Pegawai Rp 10 .043.911142 034,00 
2) Belanja Bunga Rp 4.353.828.000,00 
3) Belanja Subsidi Rp 0,00 
4) Belanja Hibah Rp 1.367 .244.871.416,00 
5) Belanja Bantuan Ro 31.190.000.000,00 

Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil Rp 0,00 
7) Belanja Bantuan RD 1.350.000.000,00 

Keuangan 
8) Belanja Tidak Terduga Rp 59.359.087.500,00 

Ro 11.507.408 928.950,00 
b Belanja Langsung 

1 )  Belanja Pegawai Rp 1.362.027.557 .993,00 
2) Belanja Barang dan Rp 10.013.188.999.450,00 

Jasa 
3) Belanja Modal Rp 10.944.406.163.917,00 

Rp 22.319.622.721.360,00 
Jumlah Belanja Rp 33.827.031.650.310,00 

Surplus/(Defisit) (Rp 3.184.287.296 684,00) 

3. mbiayaan :  

Penerimaan Rp 5.380.600.503.596,00 
Pengeluaran Rp 2.196.313.206.912,00 
Jumlah Pembiayaan Netto Rp 3.184.287.296.684,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Rp 0,00 
Anggaran Tahun Berl<enaan 



Pasal 2 

R[ g k a s a n  Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 1 tercantum dalam L piran I Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 3 

Plnjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
P sal 1 dirinci lobih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 4 

L Jm p i r a n  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang 
ti k terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 5 

P Hl a k s a n a a n  Penjabaran Anggaran Pendapatan d a n  Belanja Daerah yang ditetapkan 
d [ a m  Peraturan G ubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan 
A [g g a r a n  Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ ur (d a n g a n .  

Pasal 6 
Pi r a t u r a n  G u b e r n u r  ini mulai  berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. 

ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur 
i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota J lkarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 30 ' D e s e m b e r  2 0 1 1  
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DAE INSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
2 0 1 1  NOMOR 1 4 4  

ngkan di Jakarta 
nggal 30 D e s e m b e r  2 0 1 1  

Diun 
pada 

SEK 




